EVILUASI RISK REGISTER (RR )
AS KERJA MANAJEMEN RISIKO

Obrik YangD . Sekretariat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor Laporan : 700.1.2/ 465 /INSP-LK/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

Tahun Evaluasi . 2026




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT DAERAH

JI. Ketinggian GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271,
Laman inspektorat.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el Inspektur@limapuluhkotakab.go.id

Nomor : 700/ 833 /INSP-LK/2025
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Perihal . Surat Pengantar Laporan

Yth. Bupati Lima Puluh Kota
di

Sarilamak

No. Nomor laporan

1 | 700.1.2/ 465/INSP-LK/2025

Demikian disampaikan u

Sarilamak, 31 Desember 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABL RATENLIMA PULUH KOTA

o . \Q\O\“
: =Y

ama Muda/ IV.c
NIP.19660913 198603 1 009


INSPEKTORAT
Typewritten text
465


BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

1.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian internal
Pemerintah
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor4
Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah_
Peraturan Deputi Kepala Badan Pengaw. Y
Pegawasan Penyelenggaraan Keuanga

Pengawas Penyels 3¢ feri h Daerah di Lingkungan Pemerintah

'Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/03/BUP-LK/1/2025 Tentang
Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2025.

Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

700.1.2/353/INSP-LK/2025 tanggal 04 Desember 2025.



. Tujuan Evaluasi
1. Menilai keselarasan antara pernyataan risiko yang diidentifikasi dengan tujuan
program yang ditetapkan pada rencana strategis unit kerja
2. Menilai ketepatan atas penetapan penyebab terjadinya risiko, penetapan skala
kemungkinan dan skala dampak terjadinya risiko serta rencana tindak pengendalian
3. Memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas dokumen
daftar risiko dan dokumen Rencana Tindak Pengendalian unit kerja

. Sasaran Evaluasi
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Terumuskannya dengan baik risiko, penyebab d mpak indak
pengendalian untuk Risiko Strategis Pemeri Da Risiko Strategis
OPD (RSO) dan Risiko Operasional OPD
2. Tersedianya Berita Acara Evaluasi t Daerah yang

masukan untuk

Irwandi, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE

Elfitria, AP

lza Nudia, ST

Aldesra, SKM
Anggota Reni Za Natalya, S.Sos
Anggota : Saproni, SE
Anggota . Tri Dia Hapsari, SE
Anggota . Dio Apri Maisya, ST

. Jadwal Evaluasi

Evaluasi Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian dilaksanakan dari tanggal
04 s/d 19 Desember 2025 (12 Hari Kerja).



G. Metodologi Evaluasi
Penilaian dilaksanakan dengan melakukan telaahan sederhana, berbagai analisis dan
pengukuran serta pembandingan atas kesesuaian pernyataan risiko dengan tujuan
program yang telah ditetapkan unit kerja. Selanjutnya, terhadap risiko yang dimaksud
dilakukan analisa penyebab terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko beserta skala
kemungkinan dan skala dampak untuk menentukan skor dan level risiko. Jika ada
ketidaksesuaian maka perlu dilakukan perbaikan. Hasil perbaikan dimaksud kemudian
dibahas dengan unit kerja sebagai pemilik risiko untuk disepak

dituangkan dalam

A\
N

berita acara pembahasan.




BAB Il
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pemetaan risiko
terhadap 1 (satu) program strategis PD dan 11 (sebelas) kegiatan operasional PD yang
bersumber dari dokumen RPJMD/ Renstra OPD sebagai beri ut
Risiko Strategis Pemda (RSP): . .
1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rak{a nyai 4 wrisiko

dengan Skala Risiko 12 . \
Risiko Strategis OPD (RSO):
1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraafi k L
a. Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK, mempunyai

Risiko dengan skala

risiko 12. F
b. Indikator Kinerja Persentase te 2 ordinasi bidang Pemerintahan dan
Kesejahterahan Rakyath an‘Risiko dengan skala Risiko10,8.

um Daerah yang dipublikasikan melalui

¥ Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam mempunyai 4 uraian Risiko
dengan skala Risiko 11,38.

5) Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 3 uraian
Risiko dengan skala Risiko 10.

Risiko Operasional OPD (ROO):

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 4 uraian Risiko

dengan skala risiko 10,5.

2) Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.



3)

4)

1)

8)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko
dengan skala risiko 8.

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan
skala risiko 10,5.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai 6 uraian Risiko,
dengan skala risiko 11.

Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai 4 uraian dengan skala Risiko 12

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, memptnyai 2 uraian Risiko
dengan skala Risiko 10,5. g
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pe Aeri

uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.

. Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

4

sanakan pelatihan SDM 1.Melaksanakan pelatihan
SDM Masyarakat terkait

bidang keagamaan

terkait bidang keagamaan

2 .Mengaktifkan remaja
masijid dll

b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Sebab

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur

lembaga keagamaan

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur
lembaga keagamaan
(TPA/TPSA/MDA)




c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sebab Masih kurang sumber daya dan | 1.Masih kurang sumber
regulasi untuk penghimpunan daya dan regulasi untuk

dana dan pemberdayaan sosial | penghimpunan dana dan
ekonomi pemberdayaan sosial
ekonomi

2.Kurangnya kesadaran

Skala Kemungkinan 3

Uraian

Skala Kemungkinan 3

Rencana Tindak '. 1.Melaksanakan pelatihan
Pengendalian SDM Masyarakat terkait
bidang keagamaan
2.Mengaktitkan remaja
masijid dll
b.Risiko k
ebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
ngnya prioritas untuk Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur peningkatan infrastruktur
lembaga keagamaan lembaga keagamaan
(TPA/TPSA/MDA)
e-3 terdapat perbaikan/ perubahan :
Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Masih kurang sumber daya dan | 1.Masih kurang sumber
regulasi untuk penghimpunan daya dan regulasi untuk
dana dan pemberdayaan sosial | penghimpunan dana dan
ekonomi pemberdayaan sosial
ekonomi

2.Kurangnya kesadaran
berzakat oleh ASN




Skala Kemungkinan 3 4

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Persentase
terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahterahan Rakyat.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 1. RS0.26.99.02.01
Sumber Eksternal dan Internal Internal
C/ucC C C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap

Uraian Sebelum Evaluasi S va

Kode Risiko | RSO.26.01.99.02.01 =3k 26.99,02.02
Sumber Eksternal dan Internal Gl

C/uC C

Uraian a.] & Setelah Evaluasi
Kode Risiko _ 1"RS0.26.99.02.03
Sumber "yl Internal
C/uUC C

nbahan terhadap :

Setelah Evaluasi

RS0.26.99.02.04

Internal

Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

"|'/RS0.26.01.99.02.01 RS0.26.99.02.05

Eksternal dan Internal Internal

C C

3) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan | 3 3




b. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 4 3

4) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 RS0.26.99.02.01
C/ucC C uc
b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahanderhadap
Uraian Sebelum Evaluasi S Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 R 6.99'02.02
C/ucC C uc
c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ pena terha

Uraian Sebel asi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 .26.99.02.03
C/UC G uc
d. Risiko ke-4 terdapat pe an/ penambahan terhadap :
Uraian um u Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS .02 RS0.26.99.02.04
c/ucC 4 ucC

in,Kebijakan, Sumber Daya Alam

serbaikan/ penambahan terhadap :

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

0.26.99.02.01

RS0.26.27.02.01

Eksternal/Internal

Eksternal

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

RS0.26.99.02.01

RS0.26.27.02.02

Sumber

Eksternal/lnternal

Eksternal

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.03
Sumber Eksternal/Internal Eksternal




d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.03
Sumber Eksternal/Internal Eksternal

6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator
Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi _ Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal

c/uc C

Uraian Sebelum Evaluasit ™ ‘ Evaluasi
Sumber Eksternal " : ;
c/uc C
c. Risiko ke-3 terdapat perba enambaha dap :
Uraian 5 Setelah Evaluasi

Sebelu
Sumber al
C/uC

w,| Internal

Setelah Evaluasi
Internal

Cc

Siterdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Eksternal Internal

C C

4. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :
1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
a. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak | 3 4




2) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko ROO 26.99.02.01 ROO 26.99.02.01

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko ROO 26.99.02.01 ROO 26.99.02.01
Sebab Kurangnya inisiatif OPD untuk | Belum adanya pedoman teknis
perencanaan kerja sama identi i dan pemetaan kerja
Sumber Internal dan Eksternal

3) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Huku

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penarny

Uraian Sebelum Evaluas
Kode Risiko ROO 26.99.02 ]
Sebab Kurang pahang da tbatasan SDM OPD yang
regulasi niliki kompetensi

penyusunan Produk Hukum
Daerah

Rencana . sesuai | Melaksanakan pendampingan
Tindak de ietapkan dan konsultasi teknis antara
Pengendalian Bagian Hukum dan OPD

Setelah Evaluasi

4

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan | 3 <k

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak

Skala Kemungkinan | 2 4

N
w

10



d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 2 4

e. Risiko ke-6 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Dampak

2

3

e Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi

dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Risiko ke-7 terdapat perbaikan/ penambaha terhada

Uraian

Sebelum Evaluasi

Skala Kemungkinan

Uraian Sebelum Eval '\ Setelah Evaluasi
Sebab Tidak tergedi ensi dan pemahaman
yang si PBJ pelaku PBJ belum
kebutuhan
kdpasitas
Skala Dampak 3
Setelah Evaluasi
3
4
: Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
3 Dam ; 2 3
Kemungkinan | 1 4

o Subk egiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

a. Risiko ke-11 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Sub Kegiatan dalam

RKA/DPA Kegiatan

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 3 4
Rencana Tindak Tepat waktunya Perangkat | Melakukan  monitoring  dan
Pengendalian Daerah mengumumkan RUP | evaluasi secara berkala
sesuai dengan Kegiatan dan | terhadap  kelengkapan  dan

ketepatan waktu pengumuman
RUP

11




b. Risiko ke-12 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Pejabat Pembuat Komitmen,
Pokja Pemilihan, dan atau
Penyedia) yang efektif dan
efisien dengan

yang representatif

menggunakan media/saranad

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Sumber Internal
Skala Dampak 2 3
Rencana Tindak Terlayaninya pelaku | Menyediakan layanan
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa | helpdesk/pendampingan teknis
(Pengguna Anggaran, | PBJ secara elektronik.

5) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Baran
a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ pena

ha

n Jasa Pemerintah

Setelah Evaluasi

Uraian Sebelum Evaluas
c/uc G U
b. Risiko ke-2 terdapat aikan/ adap :

Uraian lum luasi Setelah Evaluasi
c/uc C uc

e-3 terdap

rbaikan/ penambahan terhadap :

itasi Keprotokolan

elum Evaluasi

Setelah Evaluasi

uc

idapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
R00.26.99.02 R00.26.99.02.01
Eksternal Internal
c/ucC uc C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko R0O0.26.99.02 R0O0.26.99.02.02
Sumber Eksternal Internal
C/ucC uc C

12




5.

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko R0O0.26.99.02 R00.26.99.02.03
Sumber Eksternal Internal
C/UC uc C

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Rencana Tindak
Pengendalian

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Kode Risiko R00.26.99.02

Sebab Banyaknya kebutuhan ebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana yang optimal
harus disediakan  serta analisis
anggaran yang terbatas___

Sumber Eksternal dan Interng

Cc/ucC ucC

prioritas
sarana dan

Uraian

Kode Risiko

Setelah Evaluasi

R0O0.26.99.02.02

Sebab

anggaran
sarana

arsip , gudang arsip
dan gudang perlengkapan

Perencanaan kebutuhan sarana
dan prasarana belum optimal
dan belum berbasis analisis
kebutuhan

Eksternal dan Internal Internal

uc Cc

Melakukan Evaluasi serta | Menetapkan prioritas
Berkoordinasi dengan | pengadaan sarana dan
Bagian Keuangan terkait | prasarana berdasarkan urgensi
penyesuaian dan | dan ketersediaan anggaran

penambahan anggaran

Dalam pemberian Kode Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026 terdapat Perbaikan sebagai berikut:
a. Kode Risiko Strategis OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya

13




Kode RSO: RS0.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan
Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut
di Entitas/OPD).

b. Kode Risiko Operasional OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya
Kode ROO: R0O0.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan
Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut
di Entitas/OPD).

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2026 belum disusun sesuai dengan Peraturan Depufi

Bidang Pengawasan

melakukan pemantauan dan pembaruan jik

diidentifikasi oleh manajemen dengan melakuk

muncul/beltim diidentifikasi oleh manajemen dengan melakukan evaluasi internal atas
pernyataan risiko, penilaian risiko dan penilaian efektivitas rencana tindak
pengendalian, agar efektivitas penerapan manajemen risiko diseluruh level organisasi
dapat terjamin.

14



BAB Il
PENUTUP

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LIM

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lima

15



SETELAH EVALUASI
SETELAH EVALUASI RATA-RATA NILAI RISIKO
Ristko Sebab Dampak Skala Skala Nitai Rencana Tindak Rata-rata | Rata-rata | Skala
Tujuan/ Sasaran Stratagis Indtkator Kinerja Uralan Kode Risiko Pemilik Uratan Sumber Ciuc Uraian Pihak yang Dampek Kemung Risiko Pengendatian Leve! Lovel Ristko
Torkena kinan Oampak | Kemungki | Komposit
(18) {17) __{18) (19) {20) (21) (22) (23) {24) (25) (26} (27) (28) {28) {30) {31} 32) |
RESIKO STRATEGIS PEMDA
Tujuan:
dan otonomi daereh yang barkuslilas
Eaumn N
Indek ABS-SBK Sumber Daya Manusia terkait RSP.26.99.02.01 Kepala Daersh |Sarana pendidikan Intemal [ Jumilah SDM yang |Kepala
dengan bidang keagamaan yang agama yang masih dibutuhkan dalam  |Daerah,
masih rendah kurang dan rendahnya bidang keagamaan |Masyarakat,
minat masyarakat tidak mencukupi  OPD terkat
untuk pendidikan 1. Melaksanakan pelathan
’ dan K agama :lzr M:syarakal ;erkaﬂ R . "
ng keagamaal
Rakyat 3 4 12 |2 Mangaktiiken remaja
masjid di
Infrastruktur den kelembagaan RSP.26 99.02.02 Kepala Daersh | Kurangnya prioritas tntema! C | Tidak mencukupi |Kepala
keagamaan mas:h kurang untuk peningkatan infrastruktur Daerah,
infrastruktur lembaga k 1 Masy
keagamaan keagamaan OPD terkat
(TPASTTPSAMDA) 3 4 12 A hibah
kepada lembaga keagamaan
Belum optimal penghimpunan RSP.28.99.02.03 Kepala Daereh |1.Masth kurang Internal [+ Pemberdayaan Kepala
dana sos:al dan pemberdayaan |sumber daya dan sosial ekonomi di | Daerah,
sosial ekonom regulasi untuk yarakat tidek | Masysra ;
| penghimpunan dana berjalan OPD terkail ;:Z";:nsa?;z:lmz
dan pemberdayaan sebagaimsna pemberdayaan sosial
sosial ekonomi mestinya 3 4 12 ovonomi masyarakat
2.Kurengnya 2. SosigtisasiMmbauan
|kesadaran berzakat
oleh ASN berzakat bagi ASN
Il-(lpuuum Jaminan sogis! tenoga dan RSP.26.99.0204 Elplh Caersh Jaminan sosial yanp tdak Intemal c 1. produkiifites tenage | Kepeia Daersh, 3 4 12 Memberiken jaminan kecslakasn
tasitator bakak basursu masih rendzh terpenuhi dan fasifitetor batiak | Masyaroket, korja dan jamingn kematian bagi
basuray monunun, OPD torkail fonzga dan fasilitator batiak
2. rentan dan tidek basurzu
tercapeinya
periindungan sosiol
dan okonomi ienaga
dan fasilitator bajiak
hasuray
ikasmo STRATEGIS OPD
Tujuan :
[Mewujudkan koordinasi
pemerintahan dan otonomi
daerah yang berkuatitas
|Meningkatnya fasilitasi dan
Koordinasl Bidang F
Hukum dan Kesejahteraan
Rakyat
Program :
Sarena pendidikan
agama yang masih
kurang dan rendahnya Jumtah SDMyang |Kepala 1.Melaksanakan pelatihan
Sumber Daya Manusia terkant "
P dan K Kepala Daerah / {minat masyarakat dibutuhkan dalam |Daerah, 3 4 12 |SDM Masyarakat terkait
Rakyat Indeks ABS-SBK deng:n b!dangl keagamazn yang RS0 26.99.02.01 Setda untuk pendidikan ntemsl c bidang kesgamaan [Masyarakat. bidang keagamaan 3 ‘ 2
masi agama tidak mencukupi  |OPD terkad 2 Mengakufkan remaja
masjid dll




Kurangnya prioritas
untuk peningkatan
infrastruktur lembaga Tidak mencukupi  |Kepala
Infrastruktur dan kelambagaan RS0.26.99.02.02 Kepala Daerah / |keagamaan Internal infrastruktur Daerah, 12 Membertkan bantuan hibah
keagamaan masih kurang D Setda (Masjid/ TPATTPSAIMD h g Masy kepada lembaga keagamaan
A) keagamaan OPD terkait
1.Masih kurang Intemal Pemberdayaan |Kepala
sumber daya dan sosial ekonomi di | Daerah,
regulasi untuk yarakat tidak |Masy
|penghimpunan dana berjatan OFD terkat ;:;z:'g::{:;de"gz
Belum optimal penghimpunan K Daerah / dan pemberdayaan sebagaimana 12 m m‘m m'g
dana sosial dan pemberdayaan RS0.26.99.02.03 epala scsial ekonomi mestinya pembe uv ayaar
) Setda ekonomi masyarakat
sosial ekonomi 2 Kurangnya
2. Soslalisasvhimbauan
kesadaran berzakat Kat i ASN
oleh ASN berzakat bagi
'?cpeurtun Jeminen sosial tenaga can RS0.26.69.02.04 |Kepeia Coerah 7 Jaminan sosisl yang tidaX nternal 1. procuktifitas tenaga hcpua Dserah, 12 |Memberiken jarminan kecelakaan
fasiktetor batisk begurzu matih rendzh Setda terpenuhi dan fasilitator bakiek Masyarakat, kecja den jaminan kematian bagi
basureu menurun, (OPD terkait tensga dan (asililator balizk
2. rentan dan tidak baguray
tercapainys
pertindungan scsisl
|Sasaran :
lasiltasi dan
Bidang Pemenntahan, Hukum dan
|Kesesahtorasn Rakyat
[Program Torhedap Indiator Kineria Kepala Daersh/ | Peraturan yang mengatur Niizi Evaluasi Knena | Kapals Dserah,
den brtang Kunci yang belum sema Setda borubsh den SDMyang  |tntemat Penysionggeraen OPD terke:t Eumtak disksanskan untuk Kopeia
Rakyzt Pemerintahen dan melaksanakan penyusunsn Pemeriniah Daersh 9 OPD dan pejedat yang 38 108
Keseishtershen Rakyat RSO 26.99 02.01 taporan masih rendsh tdak makgimal bertanggung jowed untuk
menyuzun leporan
|Kasenusan Pojabat pengambil Kopela Daersh/ _ |Porgantan Pejabet paca Niai EKPPO bo2k Kepaia Deorah,
" Menyampaikan surat teguran pods
[ b
keputuszn pada OPD masih mimm Setan sast penyusunan laporan | intomnal maksimal OPD terkart " OPD Tekis yang belum momenut
RS0.26.99.02.02 data lindkator Kinera
J— Kunci
Peleksanaan Repat Koordines! botum Kepala Daergh / Padatnyo kegiatan pejebat |intermal Rapat Koordinet hdsk |Kepels Dzereb,
maksimel Setda OPD torizksana OPD terkeit Toguran dari Pimpinan bagi Ka
RS0.26.99.02.03 9 OPD yang tidek menghadiri Repat
Koordnasi
identifikasi dan Pemetasn kena sema Kepola Daersh / kurgngnya inisistif OPD [Rencans Kera Semo chllt Dasrah,
dzn OPD betum Optmal Sotds untuk porencanasn kerja  |intomal ek didukung oleh OPD tarkeft Pensmbghan onggeran untuk
RS0.26.99.02.04 sma APBD 12 |pelsksensen Bimisk bagi OPD
Pemshaman OPD tsknis terhadep TKepals Daoren 1 kurengnya sosiatizes! Tujuzn Kena Sema Kepeia Ozeczh,
Peraturan kerja sama kureng RS0.26.99.02.05 Sotds [terhzdap peraturen kana  |Intomat tdak tercapsi OPD terkett 12 Penambehan Anggaran untuk
- - $ama beik yeng umum pelaksenasn Sosighisasi
maupun teknis
Admirustrasi Umum yang .luk:nf dan
fisien
Igmmm : Penunjang |Jumiah Dokumen P 1. Bahan leporan lidek rmlbog Peroncansan |data tidek tersedia dan Intornal [Adanya ketegasan pimpinan
urusen Daorah / {den g tarssdis sosudi kebutuhan Izparen yang don Keuzngen, Sub |stekshaider tidak disejiken dongen |Dsorsh berupa peraturen lortulis dan
Kota Daereh yang tersodia menpakibatkan data tidzk akurat Koordinator benar tentalif tentang jecwal pemenuhen
Pecencanaan, Sub kabutuhan dokumen SPJ
Koordinator 9
RS0.26.99.02.01 Kouengen, dan Sub 9 3
Koordinator
[Paleporsn
2. Penyusunan dokumen bask lengkap h_(xhog Peroncensen |Dokumen pendukung Intornst Adzrtya ketoGassn pmpnan
yang menghambat proses penyusunsn dan Keuxngen, Sub |laporan keuangen yang hdak dsusun tepat Dzerah berupa peraturen tertulis dan
I dokumaen txisk memaedai wakty toritatrf tanteng jecdwal pemenuhen
Perencansen, Sub kedutuhan dokumen SPJ
R$0.26.99 02.02 Koordmator 9
den Sub
Koordmator
Pelsporen
3. Terganggunya jadingan Sistm r)(.lbna Jerngan/ internet Peningkatan SDM operator jaringan,
Informasi Keusngan Daarah yeng dan Keuangsen, Sub |yang tidak memadai tidak disusun tepal Dssrah S!IPKD den janngen SIPD
mengakibatken terhambatnya Koordinator waktu
penyusunan Leporen yang berbatis Parencanaen, Sub
epiikasi RS0.26.99.02.03 Koordinator ]
dan Sub
Koordinator
Poteporen




[Sasaran:
fasitnsi dan
Bidang Pamsrintahan, Hukum dan
Kssejahtoroan Rakyst
m -
Pomorintahan dan Kasejehtecasn Jumiah produk Hukum | Keterzmbaten Pembentukan Produk [Kopaia Daerah7 _[Poraturan Porundang- Ekstornal Pambentukan Produk | Kepala Dsorah,
Rekyat Daerah yang hukum daersh Setda Undangan yang masih UC  |Hukum Daerahyang  |Masyarakat, Melzksangkan
o elaful RS0.26.98.02.01 berubgh-ubah torhembat OPD terkeit 9 Pengocoken/penyocokkan Produk 3 38 105
D melalu Hukum-Produk Hukum Terbaru
Banyeknya Gugeizn yang masuk kepada) Kapala Dosrah / Belum optimeinya Eksternel Pencnganzn gugatan  |Kepata Dzerah,
Pemerinten Daorsh RSO.26.99.02.02 Setda |ponangonan gugaten yang uc tidak maksimel Masyeraket, 12 Memilsh gugatan yang lebih
9T LS matuk kepada pemerinizh OPD lerkait mendesak
dasrah
Betum to: JDIH be Hukum Daereh/ aren untuk | Ekslemal it masyarakal Daersh,
ek o RS026900200  |sea pombasin spas Uc  [asam menoerser Eaxgwum' g |OptmatsasiPengguoasn JOIH
produk hukum dzorzh_{OPD terkat Kabupeten
Betum optmalnya pemahaman Kepata Doereh / Kutangnya minst Ekstemnal Tidsk optimainya Kapata Dasrah, Msmboenken pemaheman
masyarakat tachadap peiskaznaan RS0.26.98.02.04 Setda masyzrakst memehsm uc produk 12 masysraket terhadap Produk
hukum d2erah hukum dasrah hukum deeran OPD terkait Hukum Dasrsh
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bidang perexonomian, pembangunen
dgn pengodaan barang dan jess
Program :
P den F F gi Tidak ya proses RS0.26.33.02.01 |Peiaku [Para pelaku Intema) c Adanya risiko PA, PPK, 16 |"1. Dikotuarken edacan terhadap
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aplikasi SPSE ketentuan perundangan yang PPK, Pokja maksimal dalam permasalahan Pemilihan, m::::n::::::’::m s
bert Pemilhan, PP, peng: PP 4 4 18
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pemerintah
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it v B Nl PaT———
Pelaporan Akuntabiltas budaya kesja birokrasi den
Kinerja  Tingkat efoktfitas dan efisionn penyslenggarsan .
1 penggunaan anggaren belum optmal RSO.26.99.02.01 Kopala Daersh /| pemerintahan yang Internal c H'm AKIP PL;::";“::; Kapals Deoreh, 2 | Meiaksanakan petethan SDM 15 38 12.25
t:n dibandingken dengen capsisn At Setda berorientasi pada hatil &) Kot bolum OPD terkait {erka:t paroncanaan kinens - - "
insra Pemerinlah Kabupsten optime
Lima Pyluh Kota mazih
memeriukan perbaikan
{Program dan kagistan
Dokumen Persacanaan Pemerintsh yong ditsizpken bolum
Dokumen Perencansan Kepais Deerah, ’
g:m ::::;::nm:.:m' b RS0.26.99.02.02 Kmlsa.l‘)::rlhl belumn sopenuhnys memilix|  Internal c :::nm mm’:: Masyarakal, 12 Melskaanakan pda:-:n
I s yang inys v tujuen dan saseran stretegis| Langsung begi OPD terka:t ok
i3
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pimpinga OPD dslam masih belum tert:nat Dasran, ‘::r: M. ;:. nhh “mmm’ pinan
ootk si RS0.26.99.02.09 Ko B B opp | Imemat | © [P OR0 . [Mssyarerar 12 [motekeanexan momtonng een
Kinerja bolum SAXIP beum OPD terkait ovaluasi progrem, kegistan sena
maksimal efisiensi den cfokifiiss enggaran
Umpan baik d2n tzporan kinerja yang Katarbatesan calem Laporen kinerja belum |Kapala Deoreh, )
berupa perbeikan atas perencenaan RS0.26.99.02.04 Kepalo Doerzh / pengungkapan informasi Intemal [ dapat dimsnfastkan  |Masyarokat, 12 | Metaksanakan pelathan Som
Setds ‘ oo 0P ferket |pengeiota sisnisbiltes
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fosiltasi dan
Bidsng Perokonomian, Pembangunen
dan Pengadaen Barang den Jasa
[Program - Peni -
v N 4 Tidek torcapainys
Kobijekan Sumber Days Alem Koordinasi Sektor Tidak tepatrys herga pupuk bersubii Penytiewengen tethedap sasaren harga yang melekeanakan koordinasl,
Perekonomian £kan mengakibatken kenakan hergs RS0.26.27.02.01  |(opsiaDeereh/  [Herga barang clen c  |sesuaiRDXKkepads o, , 1z |Konsultasi dan montioring 33 38 138
dngket kelompok ten Raitinhiidals Setlds pengecer kepada petani, keiompok tdek penyaluran pupuk dan pestsica " ) N
kongumen (petani) dapat memenuhi pupuk| bersubsidi dengan instansi terked
potan
Jerus pupok bersubsidi yang ada bdsk """‘"’""mml ! an Torjach gagel panen, bekenasema dengan Instensi
mi dengan permintaan kelompok RS0.26.27.02.02 Kepala Daersh / llld.:." i dengen RDKK c terjadinys penumpuken s 2 torkant ponTuntaen pupuk dan
teni dt_n dzpst menghambat pols tansm e e Satda ® m’ 'n'." .D efenttl pupuk !tnryn. tdak sk kopada
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Pandistribusisn Pupuk Oteh bekenaszma dengan Instansi
it ....’;’.L"ZIL“.""“ pupk RS0.28.27.02.03  |SolaDearh/ - [Pengecer Kope s | Exttomel c m::m";'.‘;ﬁ Setda o [lorkan porniaen pupok an
keteriambatan masa tznem pertanien RDKK pada pupuk, hasilnya tidek :::n::':' v opada
ksimel
Pupuk bersubridi tidek tepet sasaran  [Tak ez motaksenaken koordinati,
2kan mongakibatian kerugien bagi Kepata Daorah /| 20a dustributor sasaren pupuk yanp din montoring
olompok tani yang borhak RS0.26.27.02.04 Setds /pongecar yang tidek Exatemal [ |ckstribusikan sesusi  |Setdo 12 urzn pupuk den posbsids
| menysiurken kepada petanl RDXK kapada petani, penya a0 poss
|mendapatkan i bersubeidi dengen instensi terkait




B ‘Protokol dzn Terwuj Fasdiani Kegisten| Sumber Days Menusio terkeil dengan RS0.26.99.02.01 Kepala Daerah Tidok Linedr antara tugas | internal T [Pertu diinesrkan Kepata Daerah, Welaksanakan pelsthen SOM
Pympinan Protokol dan Komunkasi bidang protokol dan komumikssi dan fungu dengan latar sumber daya menvosa | Masysrekat, tarkait dengan koprotckolan
Pimpinan Sesuai Standar pimpinen yang masih rendeh beiakeng pencictkan yeng aca sesuzi bidang[OPD terkait 9 3 33 10
Kaprotakotan yang Bedeky nya
Sarzna dan Praserana kurang momadai RS0.26.99.02.02 Kopais Daerah Tidak tarsediznys poralatan [interns! c Tidak optimalnya Kapata Daeroh, Membenkan snggeran umuk
untuk dokumentasi pimpian kegistan 12 sgrana den praserana
dan kurang nya operasional OPD torkait
Betum optimainya psmzhamsn RS0.26.99.02.03 mnpala Daersh Kurangnya Pemzhamean Internal c Kurang terorganisir 'Roptla Daorah, ﬁcknqnml dongsn organisasi
organisasi perengkat daerah di Organisasi Perangkat sgenda kegiatan |Masyaraket, perangkal daerah dengan protokal
Lingkungan Pemerinizh Dasrsh Daorzh terhedap tuges dan pimpinan OPD terkail dan komunikasi pimpinen
1erhadap tugas dan fungsi Protokol dan Fungsi Protakol den
Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan []
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T d Pelayznan
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periengkapan
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Yeng tsrhatng
[Rapaia Deersh,
Pejabet Ession
i, 11, IV, Kopata )
Setda/ Bagian Banyaknys bisya yang Tidzk opimainys Metekuken Evatuasi serta
Betum optmelya pemokherean den RSO.26.99.02.03 v Es?b'& ien diporiukan untuk | c pemeEnarasn den sqslg ® ‘ 12 Berkoordmasi dengen Bagian
[rehabilitasi gedung kantor (EEEEEE o pemeiinarasn autd, parkican rehabiitasi gedung Kauangean terkast penyssuaien dan
Rumah Tanggs dan konstruksl tzp Kooranstor
Perongiapen,
Pegewai di
B0
Kepala Ozorah,
Pejebat Eselon
Belum optmainya pemolihgrasn dan Sotda / Begian Banyakaya komputer, Terham! a 'B" Itli.‘ ':b’:“»:‘l' Malakuken Evoluasi seria
rehaniilas) sorina aen prasarne RS0.2690.0204  |Umum/Sub Bagian [PTIEr SN SRS | | [seb 12 dengen Bagian
pendukung gedung kantor den CEEEEEE 0 yeng memeriukan P tug! Keusngan terka:t penyezuaizn dan
bangunsn lainnya Portengkzpsn pemelinaragn kadinasen Koordkinetor
e Pestengkapan,
Pegawai d
D
%ala Daersh,
Pejabai Eselon
i, Il ¥, Kopala Metakukan Evatuas: serts
Setca / Bagien : . Terhambatnys Bagien Umum, * VoL
Betum tarakomodmya pemelarsan RS0.26.99.02.05  [Umum/Sub Bagisn |'A¥sn Kendaraen memidi Backoordmas, dengen Bagisn
.26.99.02. gian Intemal [+ palaksanaen tugas Sub 12
kencaraan dinas cperasional Portengkapan umur mesin yang berbeda kednasan | kooranstor Keuangan lerkait penyesusien den
Parongkapen, hid
[Pogawsi i
QeD
RESIKO OPERASIONAL OPD
Pelaksanaan Kebijakan Ketertambatan
Kesejahteraan Rakyat ::;:?z” ::9’3“’" Keterlambatan penyeiesaian Setda/Bagian |Memanami dan :::ksaa ana:‘:r;ambal Kepala Metakukan koordinasi yang
kmlam"rgm rakyat |Perbup tentang podoman RO0.26.09.02.00 Raeogian |menyopakatiindoks | tntemal [ € [[CSRE0 | Dacran, 12 |lebih intensif dengan OPD 350 300 108
y pentaian tndeks ABS-SBK yang akan menjadi E8Y |Setda dan etakeholders
yang terkoordinasi pedoman peritalan regulasi
Data yang ambil darl .
Pengumpulan data tidak k ROOD.26.99.02.02 Setda / Baglan |seluruh nagani tidak nt c Tertambatnya g::f:‘ 9 mga‘:‘ms‘;“el:ﬁ? data sesuai
dan tidak tepat waktu e Kesra lengkap dan terlambat pengolahan data Setdo . ditetgapkan yang
di kympytkan
Data yang dikumputkan tidak Selda / Bagian Kurang paham Keterlambatan Kepala Pengumpulan data sesuai
sesual dengan indikator yang RO0.26.99 02.03 Kesra Ealazmrw bV Intornal C  }penilaisn Indeks  |Daerah, 9 kriteria dan prosedur yang
ditetapkan Koordinast Wlag tim ABS-SBK Setda drtetapkan delam Perbup
Penyesusian dzn psnambahan [ROC28.99.0204 |Sotda 7 Bagian Ketra | Jaminan scsial yeng tcek Intemal c 1. produktfitas tenaga | Kepala Daeroh, ¢ Memberikan jeminan keceizkaen
anggaren untuk jaminen sos:al tenaga {terpenuhi dan fasittator baliak Setda korja dan jaminan kematian bagi
dan fasilitator balisk basureu basurau menurun, tanzga dan fasitiator bahak
2. renten dan hidek basurau
torcapsinya
[Fatilnesi Kana Sama Daereh Porsontaso Pelaksansan e :
fatitas! Kerjo Sama Dacrah ‘ :ﬁxﬁm
. e e Hasil Kesopaksian Pengumputan data sesual
Data yang dkumpulkan tidok sosusi Setda ! Bagian Koordingsi Kena Sama Ektomal Kepst!s Daerah,
dengan mdikator yang dietepkan R0O0.26.99.02.01 Pomerintation Daerzh tsith Gatur secara c :e;::r;; btzk Sotds 12 |indkator yeng telah distapken 35 3 105
baku ooith peraturan permondagrl
perundang-undangen




Penambahan anggaran unfuk
censfikas! dan Pemetaan kera sama |0 s 00 00 04 Seida / Bagian Dol SWTIR PR . | el & “:h"f"d;:"j' Sama |y ala Dasrah, pelaksanaan Bimiek bagi OPD
: .26.989.02.1 . o oleh 9 Z
dari OPD belum Cptimal Pemerintahan kerja sama AFBD Setda Menyusun pe p identifikas:
dan pemeta: ena sama OPD
Administrasi Keusngan Perangkal Persentase Panyediaan Gajl | Bahan kelengkapan laporan tidak Kabag Perencanaan |Data tidak tersecia dari | Internal c Dokumen pelaporan | Sekretariat
rah dan Tunjangan ASN serfa tersedia sesuai kebutuhan laporan yang dan Keuangan, Sub |stakeholder tidak cisajikan dengan |Daerah
Penyusunan Laporan OPD mengakibatkan data ticak akurat Koordinator benar
Perencanaan, Sub Adanya knws-n,wa-wmw
Koordinator barupa peraturan 2
R00.26.99.02.01 ., dan Sub [ \entat tantang jadwal pemenuhan 287 300 8
Koordinator kebutuhan dokumen SPJ
Palaporan
Penyusunan dokumen tidak lengkap Kabag Perencanaan |Dokumen pendukung Internal c Dokumen pelaporan | Sekretanat
yang menghambat proses penyusunan dan Keuangan, Sub |laporan keuangan yang tidak disusun tepat Daerah
dokumen Koordinatar tidak memadai wakiu
Perencanaan, Sub Adanya kml“r:.wr;ﬂ';:‘
Koordinatar berupa peraturan fertulis dan
R0O0.26.99.02.02 Keuangan, dan Sub @ tontatif tentang jacwal pemenuhan
Koordinatar kabutuhan dokumen SPJ
Pelaporan
Terganggunya jaringan Sistim Informasi Kabag Perencanaan |Jaringan/ Peralatan intemnet | Internal uc Dokumen pelaporan | Sekretariat
gan Daerah yang i dan Keuangan, Sub |yang tidak memadai tidak disusun fopat | Daerah
terhambatnya penyusunan Laporan yang Koordinater waktu
berbasis aplikasi. Parencanaan, Sub T ——
Koordinater 'aning! jaringan|
[190:20.90,62003 Kauangan, dan Sub 8 |5iPKD dan jaringan SIPD
Koordinatar
Pelaporan
[Fasiitas: Penyusunan Produk Hukum  |Jumiah Perda yang difetapkan | Keterlambatan dalam proses Gotda / Baglan Kab/Kota Di Ekternal uc Kegiatan terlambat Kepala Daerah,
Daerah harmonisasi terhadap Produk Hukum Hukum Sumatera Barat Yang Juga cilaksanakan karena | Setda "
Daerah di Kanwil Kemenkumham melaksanakan Harmonisas menunggu regulasi Melakukan koordinasi yang
R0O0.26.99.02.01 Terhadap Produk Hukum 12 lebih intensif dengan OPD 35 3 10,5
Daerah c Kanwil dan stakeholders
Kemenkumham
OPD dalam P Setda / Bagian Keterbatasan SDM CPD Internal [+ Tertambatnya Produk  |Kepala Daerah,
hasi harmonisasi Produk Hukum Hukum yang memiliki kompetensi Hukum Daerah untuk di| Setda
Daerah | penyusunan Produk Hukum fasifitasi Melaksanakan
R00.26.99.02.02 Doeceh g jPendempingen om
SRS konsultasi teknis antara
Baglan Hukum dan OPD
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Persentase kegiatan Perangkat Daerah dalam mernyusun ROO.26.33.02.01 Pengguna Anggaran |Belum maksimainya Internal c 1. Terlambatnya untuk |PA, PPK, dan 12 Pengguna Anggaran (PA) harus 3 67 11,00
Jasa Pemerintah terkait dengan p Perancanaan o dalam tahun dan | Pembuat Komitmen (PPK) memulai pelaksanaan |penyedia disiplin dalam mengingatkan PPK
barang/jasa pada aplikasi berjalan, sama dengan wakiu Pembuat Komitmen |dan Pengguna Anggaran kegiatan Pangadaan dan Pengelola Kegiatan untuk
pelaksanaan fisiknya (PA) melaksanakan Barang/Jasa di menyusun Perencanaan dalam
SPSE perencanaan kegiaian yang Perangkat Daerah Tahun Bedalan
barpedoman pada 2. Tidak selesainya
peraturan dan kelentuan Pengadaan
yang beraku Barang/Jasa di akhir
tahun anggaran
Tidak tepat wakiunya Perangkal Daerah R0O0.26.33.02.02 Pengguna Anggaran |Belum maksimalnya Internal c 1. Terlambatnya untuk [PA, PPK, dan 12 Pengguna Anggaran (PA) harus
dalam menyusun, menetapkan dan dan Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen memulai palaksanaan |panyedia disiplin dalam mengingatkan PPK
mengumumkan Rencana Umum Pembuat Kemitmen | (PPK) dan Pengguna kegiatan Pengadaan dan Pangelola Keglatan uniuk
Pangadaan Barang/Jasa (RUP) di Anggaran (PA) dalam Barang/Jasa di [ menyusun, menatapkan dan
Aplikasi SIRUP. menyusun, menetapkan Perangkat Daerah | mengumumkan Rencana Umum
dan mengumumkan 2. Tidak solosainya Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di
Rencana Umum Pengadaan Aplikasi SIRUP,
Pengadaan Barang/Jasa | Barang/Jasa di akhi
(RUP) di Aplikasi SIRUP tahun anggaran
Terlambatnya Porangkal Daerah dalam R00.26.33.02.03 Pejabat Pembuat |Belum maksimalnya Internal [+ 1. Terlambainya untuk |Pokja 12 rl_’nnggmn Anggaran (PA) harus
menyampaikan dokumen tendernya ke Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen memulai pelaksanaan |Pemilihan disiplin dalam mengingatkan PPK
UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Keta (PPK) gan Pengguna kegiatan Pangadaan dan Pangelola Kogiatan untuk
untuk Proses Pemilihan Penyedia Anggaran (PA) dalam Barang/Jasa di menyampaikan dokumen tendemya
Barang dan Jasa melaksanakan proses Perangkat Daarah ko UKPBJ Kabupaten Lima Puluh
Pemilihan Penyedia Barang 2. Tidak selesainya Kota untuk Proses Pemilihan
dan Jasa Pengadaan Penyedia Barang dan Jasa tepal
Barang/Jasa di akhir waktu
tahun anggaran
Tidak ferisksananya Pengendalian ROO0.26.33.02.04 Pajabat Belum maksimalnya Internal c 1. Tidak solesainya PPK Kegiatan 12 'T’mnml Anggaran (PA) harus
Kontrak F Pejabat P Pengadaan disiplin dalam mengingatkan PPK
Kontrak Kontrak dalam Barang/Jasa di akhir dan Pengelola Kegiatan untuk
tahun anggaran melakukan Pengendalian Kontrak
Pengendatian kontrak 2. Menimbulkan dengan mempadomani peraturan
’sesuai dengan kelentuan persoalan hukum dan kelentuan perundangan yang
jperaturan dan perundangan dibalakang hari berlaku
yang berlaku
Perangkat Daerah calam menyusun RO0.26.33.02.05 'ﬁmmn Anggaran | Belum maksimalnya Internal [ Hasil Pengadaan PA, PPK, dan [] 'me Anggaran dalam
perencanaan pengadaan balum dan Pejabat Pangguna Anggaran dan Barang/Jasa tidak penyadia maenetapkan perencanaan
Pembuat Kemiimen |Pejabat Pembuat Komitmen| memenuhi ketentuan Pengadaan Barang/Jasa harus
jpenggunaan Produk Dalam Negeni calam memahami penggunaan Produk memparhatikan panggunaan
penggunaan Produk Dalam Dalam Neger Produksi Dalam Negen
Negeri




[Perengkat Daerah caiem menyusun ROO.26.33.0206 _ |Pengguna Anggaran | Belum maksimainyn Internal C  |Tikakmeksimeinye | PPK Kegiatan, ] Pejabat Pembuat Komitmen datam
perencanaan pengadazn betum dan {Pengguna Anggeran dan |pemberdeyasn Ussha |pelaku UMKM menyusun pamaksten pekengaan
sepenuhnys mempriontsakan |Pembust Komitmen |Pejabat Pembust Komitmen Mkeo, Kecil, dan agar mempriortaskan pemantaatan|
penyotenggeraan katalog toke! datom memprioctesken {Koperasi yang borasal katsiog(nasional, sokioral, kokel)

peayelenggarasn katslog can APBD
lokal
[Pombinsan Sumber Daya Manusis, Torlaksananya kegigizn Para pelaku Pongadasn BerangtJasa R00.26.33.02.07 anm Daoroh  |Bolum dimutzinya proses | internal c 1. Tidak torizksananys |PA, PPK, 12 Masing-masing Perangkat Daserzh 3 4 12,00
sdvokasi den kepada pelaky {Pok]a Pemitthan dan Pejabat (Pokja Pemilinen dan |pengangkaten Jzbatan Pengadaan UKPBY dan UKPBJ segera metakukan
Bargng/lasa Pengadsen) yang WAJIB berosal dan Pejabat Pengadazn) |Fungsional Pangelols Barzng/lasa yang perhitungen analitis jebaten (anjab)|
Pejebat Fungsional Pengoiols Pengadaan Barang/Jesa efektif, ofisien, dan dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Pengacazn Barang/faso terhitung akuntebel. untuk kebutuhen jebetan
Tanggs! 1 Januzn 2021 2. Pera petaku Fungsions! Pengelola Pengadazn
Pengsdaan rantan Bargng/Jasa Pemerintah di
terhadep persozian lingkungen kefja masing-masing
hukum dbeiskeng hari

|Para peiaku Pengacasn BarangiJass RO0.26.33.02.08 lFowm 7 S Tntemal T |1, Tidak teriaksenanys |PA. PPK. 12 |Ponganggtran kogisten Bimbingan

yang tidek profetional den handsl datam Barang/Jasa (PA [pomzhamen regulasi PBJ g yods, PP, Teknis d2n Peistihan Teknis
tugas-ugas PPK, Pejabat pelsku PBJ betum Berang/Joss yang Pokja fungsiona) untuk peningkatan
Barang/Jasa sesusi dengen kstentzan Pokja i sfektd, sfisien, dan |Pemihan kapesiias bagi Pera Peisku
peraturan dan perundzngen yang Pemitihen, dan atzu akuntabel. Pengadaan Berang/lasa (PA, PPK
beriaku Ponyedia) 2. Pora petsku Pejabst Pengadaen, Pokja
Pengzdasn rentan Pemilthan, dan styu Penyed:a)
techadep persoslen
hukum dbelakang hen

[Peiaksanoan Poagadaan Berang/Jasa R00.26.33.02.00 Poteku Pengadaan [Botom maksimainyn Intornal c 1. Tidak teriaksanznya [PPK_ PP, Pokja 12 |Penysciaen Tata Nasgkeh Dinas,
yang tidak sosusi dengan prosedur dan Bearang/Jasa (PA, peiaksenaen penyusunen Standar Operasiona! Prosecur
ketentuzn persturan perundangan yong PPK, Pejabst Tato Nagkeh Dines, Standar, Berzng/Jesa yang (SOP), dan Stander Pelayanan
berigku F Pokjs O Prosedur efekt, sfision, dan Minimel (SPM) terkalt dengen

Pomilihgn) (SOP), dan Standsr |akuntabel Proses Polskssnasn Pongadasn
Peigyanan Minimal (SPM) 2. Para potsku |Berang/Jaza sesuai dengan
terkait dongan Proses Pengadasn rentan | prosedur dan ketentusn porsturen
Polskeanzan Psngadaan terhadap persoalan |perundangan yang bertaku
Barangiissa hukum dbelakeng hen
 Tiszk terlaksenanys prosss Pengadasn R00.25.33.02 10 'T’l!lku Pengedasn Fudum meksimainya Irtemat c 1. Tidak teciaksanenya | PPk, PA. Pokja 12 Avtifnys Perangkat Daerah
Barang/lasa setusi dengan prosadur Berang/Jasa (PA, Porangkat Dascah dalam Pengsdzan Pemithan, PP memanfsatkan UXPBJ tebage
czn ketentusn peraturan perundangan PPK, Pejabat memanfastkan “Klinik Barang/Josa yang 27208 untuX peNGIMPINGRN dan
yang berleku Poka Barang/Jass™ ofekt!, efisien, dan 'wahana kontutasi bagi pars
Pem:lihan) yzng odo ¢l Bagian akuniebel. pelsku pengadsan
Pongsdaen Barang/Jesa 2. Para pelaku
Sekretarial Daerah Pengadasn rentan
Kabupatsn Lima Puluh Kota terhadep persozien
hukum tkbelakang han
[P Loyanan Pang: ) Tidek seluruh belanja Pengadazn RO0.26.33.02. 11 'T?mggum Anggacan me maksimginyo Intornal [ 1. Yidzk tortaksananya |PA, PPK 12 Malakukan monitoring dan evaiuasi 3 3,50 10,5
socars Elektronik pengecagn melalui eplikasi | Bareng/Jasa yang diumumkan olsh dan Pejabat pemehzman dari Pengelota Penyodia socarp berkala terhedap
SPSE SKPD peda splikesi SIRUP [Pambuzt Komitmen |Sub Kegiaton terkait Barang/lasa yang tepat {kolsngkapan dzn ketapaten wakbe
yang dibents oleh | pentngnya pengumuman 'waki pengumuman RUP
Pajabat Poiskezna  {RUP o Apkkesi SIRUP 2. Kurengnya
Texnis Kegiatan dapsat lakuken sebelum transparansi
DPA ddstepkan {pengumuman belanjs
daersh kepads
masysrakat luas
Bolum meKsimairya peisyanan ROD.26.33.02.12 |Pengenta Unit Keno [Masih belum intornel T |1 Tk PA. PPIC PP, 9 [Menyedakan layznan
administrasi secars slekirorck kepads sarena dan peisyanzn kapads Pokja he sk/pendampingan takms
petaku Pengadaan Barang/Jata |Berang/izes prasana untuk Laoyenzn petaky Pongadsan Pemi'than, PBJ secaro elekironk.
(Peagguna Anggaran, Pejedet Pambust {Pengadasn Secarn o/
Komitmen, Pojabat Pongadaan, Pokia Elektronik 2. Prinsip Pengadagn
| Pemilihan, dan atau Penyedia) Bargng/Jasa yang
efekti, efision, dan
skuntsbel belum
sepenuhnya (orcapal
idan P Laporan Jumnigh dokumen koordinasi Pengumpulen data tidek topet waktu dan Setda / Bogian Data peda perangkat Intemel [ Torlambatnya Sotda [Wiotekuken koordnssi yang lebih
Kinecja Pemenntah Daersh dan pemyusunsn leporen tidek lengkop R00.26.99.02.01 Organisas) doersh betum lengkep pengoizhan data 12 intensif dengan OPD dan 35 35 1225
oeod cemert Kete! retn; [+] Tertar
rambaten perangkat daersh  Satda / Bogian Kurangnyn koortnasi Intemal mbatrys Setda
o h {Molekukan koordinasi yang lobih
"eAYemPRLED Giia peienghep ROO.26 99.02 02 ooyl peryusintn lzgortn 12 |imenst dengan OPD dan
stzksholders
Leporan belum sezua dengan indkator Setda / Bagian rKATftngﬂy. pongetshuan Intgrmal Cc Rondahnya nia Sotda
yoang ditstepkan G daerzh tenteng ovaiuasi intemne) Melekukan koordinasi yang lebih
R0O0.26.99.02.03 keselasaran incikator 12 |misns dengen OPD dan
dan stakeholcers
Laporan belum sesuai dengan indtkator Setda / Bagisn Dokumen perencanaan Internal [ |Ronahnyu nilal SAKIP |Setda
Haian dan Organisati Datum Melokuken koordnas: yang lobih
s Ll L
R00.26.89.02 04 peiisibpiiurin o i 12 {inensil dangen OFD den
strategis yang dijawaboya | stekoholdors
ri:;"""“"" e U (s Setda/Bagien  |Keterizmbaten Kogiztan lortambat | Meakutan koortnesi yang lebin
. m“;,, Gays alem yang keterlambstan panysturan pupuk R00.26.99.02.01 dan dan  |Ektemal UC  |dlakssnakankzrena  |Setda 12 |intonsif dengan OPD dan 33 30 10
| . SDA masyarakat/kslompok teni menunggu regulasi | steksholders




Seida / Bagian Data yang diambil dari
Pengumputan data tidak lengkap dan seluruh kios yang ada T Mengumpulkan data sesuai dengan
iclak topat wakiu ROOZ20.U2.02.02, | Rersanomin iy ragan sdak engeap an Exieenal UC  Ioengotatan dets fak ¥ |skedul yang dtetapkan
i
i Saetda / Bagian Kurang paham petugas Keterlambatan dalam Pengumpulan data sesuai kriteria
z:;:zm::mm;;“' R00.26.99.02.03 o data dan kurang | Extemal UG |penyelesaian Setda 9 [dan prosecur yang dtetapkan
SDA koordinasi dengan tim permasalzhan dalam Parbup
Fasilitasi Keprotokolan F p I peny 50P Seida / Bagian Kelerlambatan memahami Kegiatan terlambat Kapala Daerah, Melakukan koordinasi yang lebih
urusan pemerintahan Profokol dan Kemunikasi Pimpinen R0O0.26.99.02.01 Protokel dan tentang standar pelayanan Intornal karens  |Satda 12 intansif dengan Bagian Crganisasi 233 3 10
daersh p kol dan c menunggu proses SOP L
Pimpinan kemunikasi pimpinan
Pengumpulan data tidak lengkap dan Setda / Baglan Data yang ambil dari Terlambatnya Kepala Daerah, Mengumpulkan data sesuai dengan
tidak tepat waktu .99.02.02 Pratokol dan seluruh nagari tidak lengkap) dala Setda skedul yang ditetapkan
ROO:20.88. Komunikasi dan terambat di kumpulkan | nfemal c )
Pimpinan
Data yang dikumpulkan tidak sasuai [Setaa’ Bagian Kurang paham pelugas Keterlambatan Kepala Daerah, Pengumpulan data sasuai kritera
dengan indikator yang ditetapkan RO0.26.60.02.03 Protokol dan pengumpul data dan kurang — ian SOP Protokol | Setda ° dan prosedur yang ditetapkan
dengan tim amal c can Komunikasi dalam Perbup
Pimpinan Pimpinan
Tidak terpanuhinya
sarana dan prasarana
" partisi kantor, lamari | Kapala Bagian
Pengadaan Barang Milik Daerah Parsentase Sarana dan | Belum terpenuhimya sarana dan Selda / Baglan i Perencanaan kebutuhan arsip, gudang arsip Umum, Sub Menetapkan prioritas pengadaan
Ponunjang Urusan Pemerintah Dasrah Prasarana kantor dalam kondisi | prasarana partisi kantor, lemari arsip , RO0.26.99.02.01 Umum / Sub Bagian |sarana dan prasarana Infornal c dan gudang Keordinaior 12 sarana dan prasarana berdasarkan 3 4 12
baik gudang arsip dan gudang perlengkapan Caahda -y |Periengkapan :{:r:ﬂnpwnarl m:.b:J:ur:. sehingga | Per urgens! dan ketersediaan anggaran
s analisis 3l 4
| pelaksanaan kegiatan
bisa terganggu
idak terpenuhinyn
sarana dan prasarana
" kantor, lemari  |Ke ian
Tidak terpenubinya sarana dan Setda/Bagian  |Perencanaan kebutuhan Ti: e g o 1 pangadsa
et partsl kaalov, lamarl acsip, RO0.26.89.02.02 Urium / Sut: Bagien | satana dan prasarans Internal c can g;dw Kocrdr‘mur 2 sarana dan prasarans berdasarkan
gudang arsip dan gudang perlengkapan Periengkapan belum optimal dan belum si cian keterseciaan A
berbasis analisis kebutuhan pelaksanaan .m‘: v 9
bisa tarpanggu

SEKRETARIS DAERAH

NIP.19730913

Tim Evaluasl Risk Register (RR) dan Rencana Tindak Pen P) Inspektorat
Daeral

1 Elfitria, AP/ 19750429 199501 2 001

2 lza Nudia, ST/168205102008032001

3 Aldesra, SKM/19721213 200003 1003

4 Renl Za Natalya, 5.Sos/ 19830525 200501 2 004
5 Saproni, SE/19820821 201001 1008

6 Tri Dia Hapsari, SE/ 10920305 201902 2 008

7 Dio Apri Maisya, S.T/ 19650423 202203 1 005



BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
bertempat di ruang Inspektorat, kami :

1 Nama : IRWANDI,S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
NIP ;19660913 198603 1 009
Jabatan . Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai “Pihak Pertama”

2 Nama . HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP ;19730913 199311 1 001
Jabatan . Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai “Pihak Kedua”

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Evaluasi Risk Register Rencana
Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dengan
hasil sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pemetaan risiko
terhadap 1 (satu) program strategis PD dan 11 (sebelas) kegiatan operasional PD yang
bersumber dari dokumen RPJMD/ Renstra OPD sebagai berikut :

Risiko Strategis Pemda (RSP):

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 4 uraian risiko
dengan Skala Risiko 12 .

Risiko Strategis OPD (RSO):

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala
risiko 12.

b. Indikator Kinerja Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan
Kesejahterahan Rakyat, mempunyai 5 uraian Risiko dengan skala Risiko10,8.

c. Indikator Kinerja Jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui
JDIH, mempunyai uraian 4 Risiko dengan skala Risiko 11,38.

2) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
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6)

)

8)

9)

d. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah yang tersedia,mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 9.
e. Indikator Kinerja Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai 4
uraian Risiko dengan skala Risiko 12,25
f. Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik, mempunyai 5
uraian Risiko dengan skala Risiko 12.
3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan skala Risiko 16.
4) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam mempunyai 4 uraian Risiko
dengan skala Risiko 11,38.
5) Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 3 uraian

Risiko dengan skala Risiko 10.

Risiko Operasicnal OPD (ROO):

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 4 uraian Risiko

dengan skala risiko 10,5.

Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko
dengan skala risiko 8.

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan
skala risiko 10,5.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai 6 uraian Risiko,
dengan skala risiko 11.

Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai 4 uraian dengan skala Risiko 12

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, mempunyai 2 uraian Risiko
dengan skala Risiko 10,5.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, mempunyai 4
uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala
Risiko 10.

10) Fasilitasi Keprotokolan, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.

11

) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai
2 uraian Risiko dengan skala Risiko 12.

2. Pada Risiko Strategis Pemda terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1)

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :
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Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan

3

4

Rencana
Pengendalian

Tindak

Melaksanakan pelatihan SDM

terkait bidang keagamaan

1.Melaksanakan pelatihan
SDM Masyarakat terkait
bidang keagamaan
2.Mengaktifkan remaja
masjid dll

b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Sebab

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur

lembaga keagamaan

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur
lembaga keagamaan
(TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Sebab

Masih kurang sumber daya dan
regulasi untuk penghimpunan

dana dan pemberdayaan sosial

1.Masih kurang sumber
daya dan regulasi untuk

penghimpunan dana dan

ekonomi pemberdayaan sosial
ekonomi
2.Kurangnya kesadaran
berzakat olen ASN
Skala Kemungkinan 3 4

3. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan

3

4

Rencana
Pengendalian

Tindak

Melaksanakan pelatihan SDM

terkait bidang keagamaan

1.Melaksanakan pelatihan
SDM Masyarakat terkait
bidang keagamaan
2.Mengaktifkan remaja
masjid dll

BERITA ACARA




b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Sebab

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur

lembaga keagamaan

Kurangnya prioritas untuk
peningkatan infrastruktur
lembaga keagamaan
(TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Sebab

Masih kurang sumber daya dan
regulasi untuk penghimpunan

dana dan pemberdayaan sosial

1.Masih kurang sumber
daya dan regulasi untuk

penghimpunan dana dan

ekonomi

pemberdayaan sosial
ekonomi

2.Kurangnya kesadaran
berzakat oleh ASN

Skala Kemungkinan 3

4

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Persentase

terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahterahan Rakyat.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 1. RS0.26.99.02.01
Sumber Eksternal dan Internal Internal
C/ucC C C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 RS0.26.99.02.02
Sumber Eksternal dan Internal Internal
C/UC C G

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 RS0.26.99.02.03
Sumber Eksternal dan Internal Internal
Cc/UC C C
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d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 RS0.26.99.02.04
Sumber Eksternal dan Internal Internal
C/uC C G

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.01.99.02.01 RS0.26.99.02.05
Sumber Eksternal dan Internal Internal
C/UucC C C

3) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan | 3

b. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 4 3

4) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 RS0.26.99.02.01
c/uC © uc

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 RS0.26.99.02.02
C/uc C uc

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 RS0.26.99.02.03
c/uc c uc

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02 RS0.26.99.02.04
c/ucC C uc

BERITA ACARA




5) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.01
Sumber Eksternal/lnternal Eksternal

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.02
Sumber Eksternal/lnternal Eksternal

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.03
Sumber Eksternal/lnternal Eksternal

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko RS0.26.99.02.01 RS0.26.27.02.03
Sumber Eksternal/lnternal Eksternal

6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator

Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal Internal
Cc/uc G c

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal Internal
C/uC C C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal Internal
C/uc C c
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d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal Internal
c/uc C G

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Eksternal Internal
c/ucC G &

4. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Dampak

4

2) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Kode Risiko

ROO 26.99.02.01

ROO 26.99.02.01

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko ROO 26.99.02.01 ROO 26.99.02.01
Sebab Kurangnya inisiatif OPD untuk | Belum adanya pedoman teknis
perencanaan kerja sama identifikasi dan pemetaan kerja
sama
Sumber Internal dan Eksternal Internal

3) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko ROO 26.99.02 ROO 26.99.02.01
Sebab Kurang paham dalam membaca | Keterbatasan SDM OPD yang
regulasi memiliki kompetensi
penyusunan Produk Hukum
Daerah
Rencana Mengumpulkan  data  sesuai | Melaksanakan pendampingan
Tindak dengan skedul yang ditetapkan dan konsultasi teknis antara
Pengendalian Bagian Hukum dan OPD
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4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

e Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala 3
Kemungkinan

4

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan

4

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 2 4

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 2 4

e. Risiko ke-6 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Dampak

¢ Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi

dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Risiko ke-7 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Kemungkinan

b. Risiko ke-8 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sebab Tidak tersedianya anggaran | Kompetensi dan pemahaman
yang memadai untuk | regulasi PBJ pelaku PBJ belum
kebutuhan peningkatan | memadai.
kapasitas  para pelaku
pengadaan
Skala Dampak 2 3

c. Risiko ke-9 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :
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Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

Skala Dampak

w

Skala Kemungkinan

d. Risiko ke-10 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 1 4

e Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

a. Risiko ke-11 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Sub Kegiatan dalam

RKA/DPA Kegiatan

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Skala Dampak 2 3
Skala Kemungkinan | 3 4
Rencana Tindak Tepat waktunya Perangkat | Melakukan  monitoring  dan
Pengendalian Daerah mengumumkan RUP | evaluasi secara berkala
sesuai dengan Kegiatan dan | terhadap  kelengkapan dan

ketepatan waktu pengumuman
RUP

b. Risiko ke-12 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Pejabat Pembuat Komitmen,
Pokja Pemilihan, dan atau
Penyedia) yang efektif dan
efisien dengan
menggunakan media/sarana
yang representatif

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Sumber Sumber Internal
Skala Dampak 2 3
Rencana Tindak Terlayaninya pelaku | Menyediakan layanan
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa | helpdesk/pendampingan teknis
(Pengguna Anggaran, | PBJ secara elektronik.

5) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

C/ucC

C

uc

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

C/uc

C

uc
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c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian

Sebelum Evaluasi

Setelah Evaluasi

C/uc

C

uc

6) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko R0O0.26.99.02 R0O0.26.99.02.01
Sumber Eksternal Internal
C/UC uc C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko R0O0.26.99.02 R00.26.99.02.02
Sumber Eksternal Internal
Cc/uC uc ©

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi
Kode Risiko R00.26.99.02 R0O0.26.99.02.03
Sumber Eksternal Internal
C/uC uc C

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

penambahan anggaran

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Kode Risiko RO0.26.99.02 R0O0.26.99.02.01

Sebab Banyaknya kebutuhan | Perencanaan kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana yang | dan prasarana belum optimal
harus disediakan serta | dan belum berbasis analisis
anggaran yang terbatas kebutuhan

Sumber Eksternal dan Internal Internal

C/ucC uc C

Rencana Tindak Melakukan Evaluasi serta | Menetapkan prioritas

Pengendalian Berkoordinasi dengan | pengadaan sarana dan
Bagian Keuangan terkait | prasarana berdasarkan urgensi
penyesuaian dan | dan ketersediaan anggaran
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b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi

Kode Risiko R0O0.26.99.02 R0O0.26.99.02.02

Sebab Terbatasnya anggaran | Perencanaan kebutuhan sarana
dalam memenuhi sarana | dan prasarana belum optimal
dan prasarana partisi kantor, | dan belum berbasis analisis
lemari arsip , gudang arsip | kebutuhan
dan gudang perlengkapan

Sumber Eksternal dan Internal Internal

C/uc uc C

Rencana Tindak Melakukan Evaluasi serta | Menetapkan prioritas

Pengendalian Berkoordinasi dengan | pengadaan sarana dan
Bagian Keuangan terkait | prasarana berdasarkan urgensi
penyesuaian dan | dan ketersediaan anggaran
penambahan anggaran

5. Dalam pemberian Kode Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2026 terdapat Perbaikan sebagai berikut:

a. Kode Risiko Strategis OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya

Kode RSO: RS0.26.99.99.01 (arti kode

. Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan

Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut

di Entitas/OPD).

b. Kode Risiko Operasional OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya

Kode ROO: R00.26.99.99.01

(arti kode :

Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan

Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut

di Entitas/OPD).

6. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2026 belum disusun sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019,

yang ada hanya Kertas Kerja Laporan Pelaksanaan Pengendalian Risiko.

7. Diharapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan

melakukan pemantauan dan pembaruan jika ada risiko baru yang muncul/belum

diidentifikasi oleh manajemen dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko,

penilaian risiko dan penilaian rencana tindak pengendalian.

BERITA ACARA




Kedua belah pihak telah sepakat terhadap hasil Evaluasi Risk Register dan Rencana Tindak
Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagaimana

terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
=1 Pihpk Pertama, Pfhék-‘Kedua,

\

\ [
Za il i i

S AT \ ' i
568,/MIM, CGCAE,CGRE \HERMAN AZWIAR, AP, M.Si

TORAT 0%~ O / W A S\ 4
{ _L__)% 198603 1 009 NIP:-19730913 199311 1 001

—

BERITA ACARA



